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Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam

melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan Kampanye dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesawaran,

bersama ini perlu kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:

a.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI1/2019;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota,;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;



2. Memenuhi amanat Pasal 22A j.o0 Pasal 28 j.0 Pasal 39 s/d Pasal 54 d Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 a quo; dan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2024 a quo serta ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan (b) Peraturan Bawaslu Nomor

20 Tahun 2018 a quo, menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap :

1) Potensi Pelanggaran Pemilu termasuk pelibatan dan penyalahgunaan kewenangan; dan

2) Potensi Sengketa Proses Pemilu.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

a. Kampanye Pemilihan adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi,

misi dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;

b. Bahwa Pelaksanaan Kampanye salah satunya dilaksanakan dengan Pemasangan Alat

Peraga Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk

menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;

2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan:

a)
b)

c)

d)

Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan
kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan
atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;

Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
hari pemungutan suara;

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:

- Pasangan Calon;

- Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai;

- Politik Peserta Pemilu;

- Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

- Pemerintah Daerah.
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c. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) diatur larangan kampanye sebagai berikut:

a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur,
calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai
politik;

c) Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik,
perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;\

d) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;

e) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

f) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan
dari pemerintahan yang sah;

g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;

h) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;

i) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

i) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di
jalan raya; dan/atau

k) Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota

d. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal
57ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung
jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;

e. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Paasal 57 ayat (2) dilaksanakan
dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak;

f. Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) merupakan alat

dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.

4. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Pejabat negara,
pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan
lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon.

5. Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa:
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a.

Sebagaimana Ketentuan Larangan Kampanye di tempat ibadah dan tempat Pendidikan
sebagaimana Pasal 69 hurufi jo 187 Ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Sebagaimana Ketentuan Larangan Kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
Kampanye sebagaimana Pasal 69 hurufi jo 187 Ayat (3) "Setiap orang yang dengan sengaja
melanggar ketentuan arangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu

juta rupiah)”.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pesawaran

menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :

a. Menyampaikan imbauan kepada kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tim
Pememangan/Tim Kampanye pada setiap kegiatan Kampanye;

b. Menyampaikan imbauan kepada Camat dan Kepala Desa, agar menertibkan Alat Peraga
Sosialisasi (APS) serta gambar jati diri sebagai Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati
dalam rangka sosialisasi program pemerintahan yang terpasang di Kantor Camat maupun
Kantor Desa;

c. Melakukan pengawasan aktifitas keagamaan ditempat ibadah yang berpotensi terdapat
materi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai tingkatan;

d. Menyampaikan hasil pengawasan Kampanye secara berkala kepada Bawaslu Kabupaten
Pesawaran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.
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Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);

2. Arsip
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